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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.  Pengertian Tindak Pidana 

Kata “hukum Pidana“ pertama kali digunakan untuk merujuk pada 

keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat - syarat apa saja yang mengikat 

negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum 

mengenai pidana, serta aturan - aturan dalam perumusan pidana, hukum pidana 

ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum positif, yang juga sering 

disebut Ius poenale. 

Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap badan - badan negara 

yang berwenang oleh Undang - Undang dengan ditetapkan dalam bentuk saksi 

terlebih dahulu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketentuan - ketentuan 

yang menetapkan sarana - sarana apa yang dapat digunakan sebagai reaksi 

terhadap pelanggaran norma - norma itu, hukum penintesier atau lebih luas, 

hukum tentang sanksi.  

Aturan - aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu 

menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma - norma. Pada dasarnya, 

kehadiran pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa 

aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam 

melaksanakan aktivitas kesehariannya.  

Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, 

tanpa ada kekhawatiran akan ancaman atau perbuatan yang kita pahami dalam 
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istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. 

Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, 

sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. 

Kenyataannya, hukum pidana yang mempunyai kemampuan lebih dari satu 

pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit 

untuk didefinisikan karena masing - masing hukum memiliki pandangan yang 

berbeda. 

Menurut Moeljiatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar - dasar dan aturan 

- aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 

b. Menentukan kapan dan hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar 

larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 

telah diancamkan. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila 

ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
7
 

Menurut simon hukum pidana adalah: 

a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan 

nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. 

                                                 
7
Moeljiatno,  Azas - Asas Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 1. 
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b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat - syarat untuk penjatuhan 

pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk 

penjatuhan dan penerapan pidana.
8
 

Menurut Wirjono adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana 

diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkusa 

dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya 

dan juga hal yang tidak sehari - hari dilimpahkan.
9
 

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Tongat, Hukum Pidana 

berpangkal dari dua hal pokok, yaitu: 

a. Perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu. 

b. Pidana. 

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi 

syarat - syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, 

yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan seperti itu dapat 

disebut perbuatan yang dapat di pidana atau yang disingkat perbuatan jahat. 

Oleh karena perbuatan jahat ini harus ada yang melakukannya, Maka persoalan 

tentang perbuatan tertentu itu diperinci menjadi dua, yaitu perbuatan yang 

dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud 

pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Tidak termasuk 

juga dalam hal ini apa yang disebut tindakan tata tertib.  

                                                 
8
Tongat, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam PerspektifPembaruan, h.15 

9
Wirjono, Prodjodikiro, Tindak -Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung 2003, h.1. 
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Batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma - norma 

yang berisi keharusan - keharusan dan larangan - larangan yang (oleh 

pembentuk Undang - Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 

hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Menurut Sianturi 

adalah sebagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan 

memperhatikan waktu, tempat dan bagian Penduduk, yang memuat dasar - 

dasar dan ketentuan - ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan 

kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana.  

Menentukan pula bilamana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut 

dipertanggung jawabkan, serta ketentuan - ketentuan mengenai hal dan cara 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan 

pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat pada keadilan. Perumusan 

hukum pidana mencakup juga hukum pidana adat, yang bertujuan mengadakan 

keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan.
10

 

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis berpendapat bahwa pada  

bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah aturan yang menentukan dasar - 

dasar negara untuk: 

a. Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Bagian hukum pidana 

yang pertama ini disebut dengan tindak pidana. Sumber pokoknya Bab II 

dan III KUHP. 

                                                 
10

S. R. Sianturi, Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, jakarta, 1986, h. 

15 - 16. 
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b. Menentukan kapan dan dalam hal - hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana diancamkan. Bagian ini dapat disebut dengan asas - asas 

umum hukum pidana. Sumber utamanya adalah Buku I KUHP. 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut. Bagian hukum pidana yang ketiga bisa disebut sebagai hukum 

acara pidana. Sumber hukum utamanya adalah Undang - Undang Hukum 

Acara Pidana. 

2. Pengertian Hukum Pidana 

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit 

atau delict, tetapi didalam berbagai perundang - undandangan yang berlaku di 

Indonesia, dikenal dengan istilah - istilah yang tidak seragam dalam 

menerjemahkan staafbaarfeit. Adapun beberapa istilah yang dipergunakan 

dalam baghasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.
11

 Peristiwa pidana Pasal 

14 ayat (1) Undang - Undang Dasar Sementara (UUDS).  

Perbuatan pidana ataua perbuatan yang dapat atau boleh dihukum 

(Undang - Undang Nomor 1 tahun 1951, Tentang mengubah mengubah 

ordonantie tijdelijkbijzondere bepalingen strafrecht yang termuat dalam LN. 

1951 No.78). Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan  

                                                 
11

S. R. Sianturi, Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, jakarta, 1986, h. 

15 - 16. 
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kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak 

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang 

kongkret dalam lapanga hukum pidana. 

Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 

ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

sehari hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing hukum pidana 

menggunakan hukum istilah “Tindak Pidana“, Perbuatan “Pidana“,atau 

“Peristiwa Pidana“ dengan istilah: 

a. StrafbaarFeit adalah peristiwa pidana. 

b. StrafbaarHandlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana“, yang 

digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman. 

c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal“. 

Delik yang dalam bahasa belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga 

kata, yaitu straaf, baar, feit, yang masing - masing memiliki arti: 

a. Straf diartikan sebagai pidana dan hokum. 

b. Baar diartiakan sebagai dapat dan boleh. 

c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 

Jadi, istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 

perbuatan yanag dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut 

delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman ( 

pidana). Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeeit 

dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, oleh beberapa sarjana 
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hukum diartikan secara berlain - lainan sehingga otomatis pengertiannya 

berbeda.  

Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan dalam 5 kelompok istilah 

yang lazim digunakan oleh bebrapa sarjana hukum sebagai berikut: 

Ke - 1 : “Peristiwa pidana“ digunakan Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, 

Utrect dan lain – lainnya. 

Ke - 2 : “ Perbuatan“ digunakan pidana oleh Moeljiatno dan lain - lain. 

Ke - 3 : “Perbuatan” yang boleh digunakan oleh H. J. Van Schravendijlk dan 

lain - lain. 

Ke - 4 : “Tindak pidana“ digunakan Wirjono Projodikoro, R. Soesilo, S. R. 

Sianturi, dan lain lain. 

Ke - 5 : “Delik“ digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta 

Negara dan lain - lain. 

Sarjana hukum tersebut, menggunakan istilah masing - masing dengan 

disetrai alasan dan pertimbangannya masing - masing. Moeljiatno beralasan 

bahwa digunakannya istilah “perbuatan pidana“, karena kata “perbuatan“ lazim 

diperdalam percakapan sehari - hari seperti perbuatan cabul, kata perbuatan 

jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.  

Lebih jauh, Moeljiatno menegaskan bahwa perbuatan menunjuk kedalam 

yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan“ berarti dibuat 

oleh seseorang yang dapat di pidana, adalah kepanjangan dari istilah yang 

merupakan terjemahan dari strafbaarfeit. 
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Lebih jelasnya, Moeljianto menyatakan sebagai berikut: 

a. Kalau Utrecht, sudah lazim memakai istilah “hukum“ , maka hukum lalu 

berarti barecht, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan 

starf, dipidana karena perkara - perkara perdata pun diberech, diadili maka 

saya memilih untuk strafbaar adalah istilah pidana sebagai singkatan dari “ 

yang dapat dipidana “. 

b. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh sesorang menunjuk lain pada yang 

melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak 

menunjuk bahwa yang melakukan adalah “handling“ atau “gedraging“ 

seseorang mungkin atau mungkin juga hewan atau alam  dan perkataan 

tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.
12

 

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah “tindak pidana“, yaitu 

apabila kita perhatikan buku - buku hukum pidanna serta peraturan perundang - 

undangan hukum pidana yang pada umumnya menggunakan istilah tindak 

pidana.
13

 Seperti KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan 

pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman yang memakai istilah 

tindak pidana dengan istilah sebagai berikut: 

Penggunaan istilah “tindak pidana” dipakai karena jika dilihat lebih jauh 

dari segi sosio - yuridis, hampir semua perundang - undangan pidana memakai 

istilah “tindak pidana”. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruh  

penegak hukum menggunakan istilah “tindak pidana“.  

                                                 
12

Amir Ilyas, Asas - Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 18 - 22. 
13

Tolib setiady, Pokok - Pokok Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 8. 
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Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah 

“perbuatan pidana“ ternyata dalam keadaannya tidak mampu mengatasi dan 

menjembatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana. Menurut 

Simons sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendi mengatakan bahwa 

strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang 

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan 

oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
14

 

Sedangkan Moeljiatno menyatakan bahwa strafbaarfeit atau perbuatan 

pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan aman yang 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut.
15

 Bambang pornomo menyatakan bahwa 

perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 

pidana bagi barang siapa yang melanggar itu.
16

 

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa pada hakikatnya istilah yang 

paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin Delictum atau Delicta 

karena bersifat universal semua orang didunia mengenal. Bersifat ekonomis 

dan singkat. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana 

perbuatan pidana, (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana tetapi 

pembuatnya). Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik – delik yang 

                                                 
14

Rusli Efendy et al, Asas - Asas Hukum Pidana, Cetakan III Lepen UMI, Ujung Pandang, 

1980, h. 37. 
15

Moeljiatno, Asas - Asas Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 37. 
16

Purnomo, Asas - Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1938, h. 130. 
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diwujudkan oleh kooperasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum 

pidana ekonomi indonesia.
17

 

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Dalam suatu peraturan perundang - undangan, hukum pidana selalu 

mengatur tentang tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk 

mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam 

peraturan perundang - undangan pidana tentang perbuatan - perbuatan yang 

dilarang dan disertai dengan sanksi.  

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang 

menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat 

dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk 

kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana 

kalau dilanggar. 

Unsur – unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

b. Diancam dengan Pidana (staatbaargesteld). 

c. Melawan hukum (onrechtmatig). 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand) oleh orang yang 

mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 

                                                 
17

Andi, Zainal, Abidin, Farid, Bunga Rampai Hukum Pidana, Padnya Paramita, Jakarta, 1981, 

h. 145 
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Ada beberapa unsur - unsur yang lain yaitu unsur objektif dan unsur 

subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit) 

Unsur objektif: 

a. Perbuatan orang. 

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu 

c. Mungkin ada perbuatan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam 

Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum. 

Unsur subjektif: 

a. Orang yang mampu bertanggung jawab 

b. Adanya kesalahan atau (dollus culpa). 

c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. 

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau 

dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur - unsur perbuatan pidana 

yang lain adalah: 

a. Perbuatan (manusia) Yang memenuhi rumusan dalam Undang - Undang 

(syarat formal) 

b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang - Undang (syarat formal) 

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil) 

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur - unsur 

perbuatan pidana yaitu: 

a. Pandangan Monistis 

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk 

adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
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Pandangan ini memberikan prinsip - prinsip pemahaman. Bahwa didalam 

pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan 

yang dilarang (criminal act) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan 

(criminal responbility). 

Menurut D. Simmons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang 

oleh Undang - Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum. 

Dengan batasan seperti ini untuk adanya suatu tindak pidana harus 

dipenuhi unsur - unsur yaitu perbuatan manusia, baik didalam arti perbuatan 

positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat), diancam dengan 

pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang 

,mampu bertanggung jawab. Straafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu 

peristiwa pidana, yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan” 

(handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, 

yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang - 

orang yang mampu bertanggung jawab. 

Bahwa kesalahan yang dimaksud adalah meliputi dollus (sengaja) dan 

culpalata (alpa, lalai). Mencampurkan unsur - unsur perbuatan perbuatan 

pidana (criminal act) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan 

hukum. 
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Perbuatan dan pertanggung - jawaban pidana (criminal liability) dan 

mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan 

bertanggung jawab. Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan 

delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 

Sementara menurut Wirjono Prodjodikiro yang juga berpandangan 

monistis menerjemahkan strafbaarfeit ke dalam tindak pidana dengan 

menyatakan bahwa suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan 

hukuman dan pelaku tersebut termasuk subjek tindak pidana. 

b. Pandangan Dualistis 

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat 

adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis 

memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. 

Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah 

tercakup didalamnya, baik criminal act maupun criminal responsibility. 

Sementara menurut pandangan dualistis yakni dalam tindak pidana hanya 

dicakup criminal act, dan criminal responsibility, tidak menjadi unsur tindak 

pidana. 

Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak 

pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang - 

Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar 

pembenar. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para 

sarjana yang menganut pandangan dualistis menurut Pompe dalam hukum 
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positif strafbaarfeit tidak lain feit adalah (tindakan) yang diancam pidana 

dalam ketentuan Undang - Undang. 

Sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak 

untuk adanya tindak pidana. Maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak 

pidana harus dipenuhi unsur - unsur adanya (perbuatan manusia), memenuhi 

rumusan dalam Undang - Undang hal ini merupakan syarat formal. Terkait 

dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP, bersifat melawan hukum (hal ini 

merupakan syarat materil terkait diikutinya ajaran sifat melawan hukum 

materiel dalam fungsinya yang negatif). 

Menurut Moeljiatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan 

strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya dengan 

perbuatan yang dilarang aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman  

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. 

Berdasarkan definisi atau pengertian perbuatan atau tindak pidana yang 

diberikan tersebut diatas, dalam pengertian tindak pidana tidak mencakup 

pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility). Namun demikian 

menjelaskan bahwa untuk adanya pidana tidak dengan telah terjadinya 

tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan 

perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. 

Selain itu, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebuah 

perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembenar, yakni alasan pembenar 

(rechtvaadigingsrond) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang 
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keadaan darurat (noodtoestand), pasal 49 ayat 1 KUHP pembelaan terpaksa 

(noodweer). 

Pasal 50 tentang melaksanakan Undang - Undang , pasal 51 KUHP 

tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 

berwenang. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan 

pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah: 

a. Keadaan darurat (nootoestand) yaitu keadaan darurat merupakan bagian 

dari daya paksa relatif (viscompulsova) diataur dalam Pasal 48 KUHP 

barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, 

tidak dipidana. 

b. Pembelaan terpaksa (noodweer) yaitu diataur dalam Pasal 49 ayat 1 

KUHP tindak pidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan 

terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan 

atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan 

atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu untuk melawan 

hukum. 

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana 

Hukum pidana dapat dibeda - bedakan atas dasar antara lain hukum 

pidana dalam arti objektif (ius poenale) dan dalam arti subjektif (ius poenindi). 

Ius ponale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan 

keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan hukuman. Ius poenale ini 

dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana 
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formil (hukum pidana in abstrakto), dapat disebut juga dengan hukum pidana 

dalam keadaan diam.  

Dapat ditemui di KUHP yang berisi perbuatan - perbuatan yang diancam 

dengan hukuman (strafbare-feiten), siapa - siapa yang dapat dipidana 

(mengatur  pertanggung jawaban terhadap hukum pidana), pidana yang 

dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan perbuatan yang bertentangan dengan Undang - Undang. 

Hukum pidana formil, disebut juga denngan hukum acara pidana, berupa 

hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan - peraturan yang 

mengandung cara - cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan 

hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif ( ius poniendi) sejumlah peraturan 

yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk mengancam perbuatan dengan 

hukuman yang dimiliki oleh negara.  

Hak untuk menjatuhkan (straf oplegging) diletakkan kepada alat 

perlengkapan negara. Hak untuk melaksanakan hukuman (strafuit veering) 

diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan eksekusi 

hukuman. Hubungan antara hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif 

ialah bahwa ius poeniendi harus berdasarkan ius poenale. Yaitu hak untuk 

mempidana itu baru timbul setelah didalam hukum dapat diancam dengan 

pidana. Dengan demikian negara tidak dapat menggunakan haknya dengan 

sewenang - wenang. Jadi hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana 

objektif.  
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Hukum pidana juga terdapat beberapa jenis - jenis tindak pidana, KUHP 

sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis - jenis 

pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Dimana pidana 

dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan 

sebagai berikut : 

a. Pidana pokok terdiri dari  

1. Pidana mati. 

Baik berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang 

tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena 

pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi 

manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, 

maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro 

dan kontra, bergantung dari kepentingan  dan cara memandang pidana 

mati itu sendiri. 

2. Pidana penjara. 

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana 

penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, 

dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata 

tertib yang berlaku dalam penjara. 

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat 1 KUHP dibedakan menjadi  

a. Pidana penjara seumur hidup.  

b. Pidana penjara sementara waktu. Pidana seumur hidup diancam pada 

kejahatan yang sangat berat, yakni sebagai pidana alternatif dari 
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pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 dan 

berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi 

sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi - 

tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat 2. Adapun 

pidana sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 

(maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara 

sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun 

secara berturut - turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 

12 ayat 3. 

3. Pidana kurungan. 

Pidana kurungan adalah bentuk - bentuk dari hukuman perampasan 

kemerdekaan bagi terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan 

hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama 

dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan 

seseorang.  

Dalam KUHP Pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa pidana kurungan itu 

minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Beberapa istilah pidana kurungan 

yaitu Minimum umum pidana kurungan, yakni selama 1 hari dan 2 

maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat 

diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan.  

Selain itu didalam kurungan juga dikenal adanya istilah maksimum 

khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu 
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sendiri - sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung 

dari berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan. 

4. Pidana denda. 

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 

dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara, jika 

pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan 

tindak pidana yang bersangkutan, Kecuali apabila tindak pidana memang 

hanya diancam dengan denda saja, yang tidak memungkinkan hakim 

menjatuhkan pidana lain selain denda. 

Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, 

menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan 

tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai mata uang di pasaran. Dapat 

menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim 

dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak 

pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda sembilan 

ratus. 

5. Pidana tutupan ( ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946). 

Undang undang no 31 oktober 1946 nomor 20 yang termuat dalam 

berita Repubkik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu 

hukuman pidana baru yang dinamakan Hukum pidana tutupan 

sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk Undang - Undang untuk 

menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh 

hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan 
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tersebut oleh pelakunya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang 

patut dihormati. 

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu 

untuk melaksanakan Undang - Undang nomor 20 tahun 1946 diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1948 yang dikenal 

dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah tutupan. 

b. Pidana tambahan terdiri dari 

1. Pidana pencabutan hak - hak tertentu. 

Menurut Vos
18

, pencabutan hak - hak tertentu ialah suatu pidana 

dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, 

pencabutan hak - hak tertentu dalam dua hal. 

a. Tidak bersifat Otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. 

Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut 

Undang - Undang suatu putusan hakim. Hak - hak yang dapat dicabut 

disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu hak pemegang jabatan, hak 

memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan 

umum, hak menjadi penasehat hukum. 

b. Jangka waktu pencabutan oleh hakim ialah adapun tentang jangka waktu 

lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak - hak tertentu 

dimuat dalam Pasal 38 KUHP. 

2. Pidana perampasan hak – hak tertentu. 

                                                 
18

Andi Hamzah,  Asas - Asas Hukum Pidana, PT Rineke Cipta 2008, Jakarta, h. 211. 
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Pidana perampasan hak - hak tertentu pidana perampasan merupakan 

pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan 

barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang - barang 

tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. 

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melaui putusan hakim 

pidana, (Pasal 39 KUH Pidana) yaitu barang yang berasal/diperoleh dari 

suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) yang disebut dengan corpora 

delicte, misalnya uang palsu dari kejahan pemalsuan uang dan barang 

barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan 

instrumentadeilicte. 

3. Pidana pengumuman putusan hakim. 

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan 

yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP) bila tidak, putusan itu batal 

demi hukum. 

Ketentuan tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu yang diatur 

dalam Pasal 1 KUHP, yang berbunyi: 

1. Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, melainkan atas ketentuan - ketentuan 

pidana dalam Undang - Undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. 

2. Jika Undang - Undang diubah, setelah perbuatan itu maka pada tersangka 

dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. 

a. Pasal 1 ayat 1 KUHP didalamnya tercantum asas legalitas , yang dalam 

bahasa latin disebut nullum delictum nulla poena sine praevia legi 
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poenalli, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa pidana yang 

mendahuluinya.  

Asas Legalitas menurut Simons menjamin kepastian hukum individu dari 

keseweang - wenangan hakim, sedangkan Vos mengemukakan bahwa asas 

legalitas ini bermanfaat karena disamping kekuatan pencegahan umum 

ancaman. Namun demikian, Utrech mengemukakan keberatan atas asas ini 

yaitu asas legalitas kurang melindungi kepentingan - kepentingan kolektif. 

Akibat asas nullum delictum itu hanyalah dapat dihukum mereka yang 

melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas sebagai 

pelanggaran ketertiban umum.  

Jadi ada kemungkinan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang 

pada hakikatnya meruppakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagi 

suatu pelanggaran ketertiban umum, maka ia tidak dihukum. Moejiatno 

menyatakan bahwa dalam asas legalitas terkandung tiga pengertian yaitu : 

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terlebih 

dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu rancangan Undang - Undang. 

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 

c. Aturan - aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 

Mengenai keharusan adanya aturan Undang - Undang atau aturan hukum 

tertulis tersebut, Moeljiatno memberikan tanggapan yang berkaitan dengan 

perbuatan - perbuatan pidana menurut hukum adat, apakah tidak dapat 

dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan hukum yang tertulis, 

padahal diketahui bahwa hukum pidana adat masih berlaku. 
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Menyimak dari sejarah perkembangan asas legalitas hukum pidana 

dengan segala faktor yang mempengaruhinya, ada 4 macam sifat yang 

dikandung oleh asas legalitas yaitu: 

a. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada 

perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum 

terhadap penguasa. 

b. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada dasar dan 

tujuan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat 

bagi masyarakat serta tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 

anggota masyarakat, karena itu masyarakat harus mengetahui lebih dahulu 

peraturan yang memuat tentang perbuatan pidana dan ancaman pidananya. 

c. Asas legalitas hukum pidana, yang mendasarkan titik berat pada dua unsur 

yang sama pentingnya yaitu bahwa yang diatur oleh hukum pidana hanya 

memuat ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang mau 

menghindari perbuatan itu. Tetapi juga harus diatur mengenai ancaman 

pidananya agar penguasa tidak sewenang - wenang dalam menjatuhkan 

pidana. 

Berdasarkan asas legalitas , maka perumusan kata - kata Undang - 

Undang harus cukup jelas dan mempunyai pengertian yang tetap untuk waktu 

yang cukup lama. Hakim tidak dapat menyimpang dari arti yang telah 

dikandung dalam Undang - Undang. Namun demikian, karena pembuatan 

Undang - Undang tidak dapat meramalkan perkembangan yang akan terjadi, 
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dan tidak jarang dengan sengaja menyerahkan suatu pengertian Undang - 

Undang itu kepada yurisprudensi atau ilmu pengetahuan. 

Berlakunya Asas Legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP sebenarnya 

tidaklah secara mutlak, dengan alasan bahwa KUHP bukan merupakan Undang 

- Undang dasar melainkan sekedar kodifikasi Undang - Undang hukum pidana. 

Selain itu derajat Undang - Undang selalu dimungkinkan dan dapat diubah oleh 

pembentuk Undang - Undang  dipandang perlu. Menurut Sudarto, jika 

diperinci makna Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut berisi dua hal yaitu: 

a. Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang - 

undangan. 

b.  Peraturan perundang - undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak 

pidana. 

Konsekuensi dari suatu hukum pidana dirumuskan dalam peraturan 

undang - undang yang terbagi dua yaitu : 

1. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam Undang - Undang sebagai 

suatu tindak pidana juga tidak dapat dipidana. Hukum yang tidak tertulis 

tidak berkekuatan untuk diterapkan. 

2. Larangan untuk menggunakan analogi untuk membuat suatu perbuatan 

menjadi tindak pidana sebagai rumusan dalam Undang - Undang . 

Kemudian konsekuensi dari peraturan pidana tidak boleh berlaku surut 

(retroaktif) didasarkan kepada rasio (dasar pemikiran) yaitu: 

a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang - wenangan penguasa. 
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b. Pidana sebagai paksaan psychisch artinya penguasa berusaha mempengaruhi 

jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat. Calon pelaku pembuat akan 

dapat mempengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat suatu tindak pidana 

dapat ditekan, jika pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan 

mengakibatkan pemidanaan bagi dirinya. 

c. Aturan berlaku surut suatu peraturan pidana dapat diterobos pembuat 

Undang - Undang dengan Undang - Undang, artinya dalam hal tingkatan 

peraturan itu sama, maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak 

peraturan yang terlebih dahulu.  

Menurut Bambang Purnomo dua ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP 

itu menimbulkan pandangan dan masalah, sehingga perlu ditinjau kembali atas 

kemanfaatan dari hukum peralihannya yang perumusannya seperti itu akan 

ditiadakan sama sekali dengan pertimbangan. Tidak ada hukum yang berdiri 

sendiri tanpa pengauh dari lapangan hukum yang lain sehingga hukum pidana 

akan tetap memperhatikan perkembangan lapan hukum yang lain. 

Dasar perubahan Undang - Undang yang baru adalah karena bahan 

perasaan/keyakinan/kesadaran hukum rakyat, yang melalui badan pembentuk 

Undang - Undang baru, untuk perbuatan tindak pidana yang terjadi kemudian 

sehingga perubahan Undang - Undang yang karena sifatnya berlaku sementara 

tidak termasuk perubahan disini. 

Perubahan Undang - Undang yang menyangkut berat atau ringannya 

ancaman pidana tidak akan mempunyai arti, karena dalam praktiknya hakim 

tetap memegang asas kebebasan didalam menjatuhkan pidana yang diancam. 
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Pasal 1 ayat 1 KUHP menngatur berlakunya hukum pidana Indonesia waktu 

(kapan dilakukannya tindak pidana), maka selanjutnya yang perlu diketahui 

adalah dimensi tempat atau dimana berlakunya hukum pidana indonesia 

sekaligus juga terkait dengan bagi siapa hukum pidana itu diberlakukan. 


